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BUPATI LEBONG 
PROVJNSIBENGKULU 

PERATURAlf BUPATI LEBONG 
lfOMOR ,3.5" TAHU!f 2019 

TENTAlfG 

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT BASIL AUDIT APARAT PEN'GAWASAN 
INTERN PEMERINTAB KABUPATEN LEBOlfG 

Menimbang 

Mengingat 

DElfGAlf RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a . bahwa untuk menjaga mutu hasil audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Lebong perlu dilaksanakan 
secara berkala telaah sejawat hasil audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Lebong; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peracuran Bupati tentang Pedoman Telaah Sejawat Hasil 
Audit Aprarat Peog,a,.·asan Intern Pemerintah Kabupaten 
Lebong. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negar<1 Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undan.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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5. Pl:raturan · Pcmcrintah Nomor 3 Tahun '2007 tentang 
Laporan Pl:nyelenggaraan PemuinWJ.ao Oaerab kepada 
Pem..rintah, Laporan Kcterangan Penanggungjawaban 
Kcpala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan lnformasi L.a.poran Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Ma,;yarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4693); 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pcmerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabuo 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041 ); 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/05/M. PAN/03/2008 Tentang 
Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

1 I. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali 
Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintab; 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 638),; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 35 Tahun 2018 
tentang Kebija.kan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tahun 20 l 9 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613); 

14. Pcraturan Menteri DaJarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Huku.m Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
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Menetapkan 

15. ~ruran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 
2016 Nomor 10); 

MElltJ'MJSKAllf : 

PERATURAN BUPATI LEBONO TENTANG PEDOMAN 
TBLAAH SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN 
INTERN PEMER.l!ITAH KABUPATEN LEBONG. 

BABJ 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang 

ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit 
telah sesuai dengan standar audit . 

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah 
instansi pemerintah yang mempunyai tug.as pokok dan fungsi melakukan 
pengawasan intern. 

3. Telaahan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk 
memastikan bahwa kegiacan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, 
standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. 

4. I.aporan Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut LHP adalah hasil 
pelaksanaan kegiatan audit/pengawasan/pemeriksaan yang dilaporkan 
olehAPtf'. 

5. Plenelaah adalah APIP yang ditunjuk unruk melakukan telaah sejawat 
terhadap APIP yang Iain. 

6. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat 
oleh APIP yang lain. 

7. Kendall Mutu Audit selanjutnya disebut KMA adalah metode-metode yang 
digunakan untuk memastikan bahwa APIP telah memenuhi kewajiban 
profesionalnya kepada auditi maupun pihak lainnya . 

BABll 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal2 

Pedoman telaah sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi 
Penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang ditelaah telah 
sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP. 

Pasal3 

Tujuan telaah sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempumaan 
pelaksanaan audit APIP sehingga k:ualitas laporan hasil audit APIP telah 
sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP. 

Pasal4 

Ruang lingkup telaah sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja 
dan audit im·estigasi. 
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BAK DAIi DWAJIBAJI PBNBI AA.A 

PualS 

(II Yang ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, 
Kenas Kerja Audit, clan Kendall Mutu Audit kepada Penelaah. 

12) Penelaah sebagaimana diroaksud pada ayat (I) wajib melakukan telaah 
terhadap dokumen dari yang ditelaah. 

(3) Dokumen sebagaimana d imaksud ayat (I) adalah dokumen tahuo 
terakhir dari periode telaahan sejawat. 

(4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (professicnal 
judgemer1f). 

(5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada yang ditelaah. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Paaal6 

• Telaah sejawat dilaksanakan oleh tim APIP yang ditugaskan oleh tnspektur 
Kabupa ten Lebong . 

• 

Paaa1 7 

Metode telaah sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan yang 
tida.k terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal8 

(l) Penilaian hasil telaah sejawat berupa: 
a . Sangat Baik; 
b. Baik; 
c. Cukup Baik; dan 
d. Kurang Baik. 

(2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar 
pemberian rekomendasi. 

Paaal 9 

(! ) Laporan hasil telaah sejawat disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan 
tembusan kepada Bupati Lebong. 

(2) Laporan hasil telaah sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
disampaikan paling lama 2 (dua,) minggu setelah telaah sejawat selesai 
dilaksanakan. 

(3) Format laporan hasil telaah sejawat sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran II yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB VJ 
QTE!IT'(JAJf p6 filll10'1'iiJnpP 

Pual 10 

Pl!ranuan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati iru dengan penempatannya daJam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal ~ Me.i 2019 

Ditetapkan di Tubei • 
pada tanggal ~_j MtA 

ti.. BUPATI LEBONG, .. ~,, 
/01 

ONSYAH 

PENJABAT SEKRETARJS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

• 

Serita Daerah Kabupaten LebongTahun 2019 Nomor JS 

2019 
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II.. 

2· 

DAFTAR PERTANYAAN 

STANDAR I PERTANYAAN 

PRJNSIP•PRINSIP DASAR 
. -

1000 - Visi, I. Apakah tcrdapat Piagam Audit yang berisi visi. misi, tujuan, 
Misi, Tujuan, kewenan~. dan tanggung_ iawab APIP? 
Kcwcnangan, 2. Aoakah Piagam Audit ditandataneani oleh Pimoinan APIP? 
dan Tanggung 3 . Apakah Piagam Audit disetujui dan ditandatangani oleh 
JawabAPIP Pimoinan kementerian J.~mba_!@j pcmcrintah daerah? 
{Audit Charter) 4. Apakah Piagam Audit telah direviu secara berkala oleh 

Pimoinan APIP? 
1100-

. - -.-..-. -I. Apakah ada mekanisme Pimpinan Tertinggi APIP 
lndependensi melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan ktment@rian/ 
dan - .~ '!'bai?a/ ""merintah daerah? 
Objektivitas 2 . Apakah pelaporan kepada auditi tidak terpengaruh dengan 

tanggung jawab kepada pimpinan kementerian/ lembaga/ 
oemerintah daerah? 

3. Apakah tidak ada pembatasan ruang lingkup, sumber daya, 
dan akses? 

4. Apakah Auditor lidak mendapal pcnugasan yang dapat 
menimbulkan konflil< kepentingan termasuk yang disebabkan 

·-·-· _?~.ta.r_~~!akang~va? 
5 . Apakah basil dan simpulan penugasan telah berdasarkan 

ob.,,rvttsi den bukti faktual? 
6. Apakah Auditor menyadari dan melaporkan adanya kenyataan 

atau duoaan tenadinva konflik ke..,..ntin'1:an? 
7. Apakah pemberian tugas kepada auditor telah memperhatikan 

- oen uaasan sebelumnva? 

Lampiran I Peraturan Bupali l.ebong 
Nomor ;s.s- Ttthun 2019 
Tnnl(Rul .lj ...,J 2019 

I PltOSi:NTA 
:LASAN ~BNUH I YA/ I BOBOT I PBMJI 

TIDAK % 

-·--· _ , ....... 

25 _,_ .. ~...... . . 
25 -- - ' .... 
40 

" " 
10 

- ·- ·· 20 

10 

-·-. 
20 

.... -.. • . 
10 

_ .. 
20 

·-· JO 

--··· ... 
10 

·-·· 



-· ... ,. ... . 
:i 1200 • 1. Aoakah telah terda~0 t kode etik MIPI? 25 

· •- «• • • • • ···- ·- _ .... 
Keputuhan 2. Apakah Kode Etik tersebut telah disosialisasikan kepada 15 
tcrhadap Kode seluruh Auditor? __ .. -~-·-· .... . . 
Etik 3. Apakah penerapan kode etik oleh audit.or telah dipantau oleh 30 

APIP? .. .. ·- . ... . .. . .. 
B . STANDAR UMUM 

. .... . . 
2000 - Kompetensi dan Kecermatan Profesional . •. • - · - ... .. 

I 2010 • I. Apakah APIP telah menetapkan kriteria kualifikasi pendidikan 25 
Kompetensi formal untuk setiao ieniarnz auditor? --·· ... . . 
Auditor 2. Aoakah kriteria tersebut dievaluasi secara berkala? 10 . .. 

3. Aoakah APIP telah menetaokan standar komoetensi auditor? . 10 ~··· ·-
Apa~h seluruh auditor t.elah mempunyai sertifikasi Jabatan 

. ., __ 
4. 25 

~'un.,sional Auditor IJFAI sesuai dengan eerannya? .. 
5. Apakah seluruh auditor telah mengikuti pcndidikan dan 20 

pelatihan professional berkelanju tan (continuing professional 
education I va!!S. memadai? 

6. Dala.m hal APIP tidak mcmiliki tenaga ahli yang memadai 10 
untuk melakukan penugasan, apakah Pimpinan APIP telah 
menugaskan tenaga ahli pendamping dari ekstemal AP!P atau 

I menolak mclakukan nenu1?asan tcrsebut? . -
2 2020- I. Apakah perencanaan penuga.san audit intern telah meli puti : 

Kecermatan a . formulasi tujuan penugasan; 30 
Profcsional b . pencntuan ruang Jingkup, termasuk evaluasi risiko; 
Auditor c. oemiJihan met.ode rv>naniian dan hasilnva; .. 

2. Apakah perencanaan penugasan audit intern j uga mencakup : 20 
11. pcmilihan jcnis dan tingkat; 
h. ftUmber daytt yang tersedia untuk mencapai tujuan 

c. 
pc n UflO "u n; 
penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dan 
efck/dampaknya; 

d. pengumpu lan dan pengujian bukti audit intern; 
. . 

• 



···- - ---· . ·-· 
e. mempertimbangkan aspek penentuan kompetensi, 

integritas, dan kesimpu lan yang diambil pihak lain (tenaga 
ahlil vano berkaital} denoan -nuoasan? .. . . .. ... . .. 

3. Apakah kertas kerja penugasan telab menggambarkan 30 
terlaksananya kecakapan professional dalam melaksanakan 
l"V"nue:asan? - . .. . .. ... .. . . 

4. Apa kah penugasan audii intem telah didukung dengan ·- 2◊ 

peralatan yang memadai, termasuk pcnggunaan system 
informasi? .. 

3 2100 - 1. A""•ah kinerja auditor direviu sectl!a berkala? 15 ---HOM• ••••••••· • .. . . . 
Kewajiban 2 . Apakah Au ditor telah memiliki pengetahuan dan ak .. es atas 
Auditor informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan 10 

teknik audit intern? -·-··-·· 1--,- •· ' 

3. Apakah auditor ikut dalam keanggotaan dan partisipasi dalam 10 
asosiasi erofesi? ,-. . 

4. Apakah auditor diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan 15 
auditor? 

5. Apakah auditor diikutkan dalam kooferensi, seminar, ku-;:sus-
·-

JS 
kursus nroaram = latihan di kantor sendiri? 

6 . Apakah auditor ikut berpartisipasi dalam proyek penelitian 
van" memiliki substansi di bidan<> ~n°awasan? 5 ·--- ·- .. 

7. Auditor mendapatkan pelatihan kecakapan mengidentifikasi 15 
kecuranaan /fro;,,,.? -·•-·~· 

8 . Auditor mendapatkan pela tihan teknologi informasi (l'I) 15 
seh ingga memiliki keca kapan dalam konsep Tl dan audit 
berbantuan Tl? ... ......... . .. ·-·---· 

4 2200 - I. Apakah APIP telah melakukan penilaian intern terhadap 25 
Pro2ram . . . •.~!nil~ "!pek_ ~ma.!@!' audit intern? - -· ... .. ~ ... 
l"'n11~mlm11..,.n 2. Apnknh terhadRp APIP tclah dilakukan penilaian ekstern 25 
ctun !erJ1•!il!•P- ll<!ll)U.~ _!''!P~.~ kegiatan audit Intern? ... ....... . 
l'enjumlnun 3. Apttkah penilaian ekstcm dalam bentukTelaah Sejawat telah 15 
Ku1ditu8 dilakukan sesuai dcngan pedoman Telaah Sejawat AAJPI? 

- ·· .... 

• 



_, ... 
4 . Apakah pelaksanaan reviu berjenjang dalam setiap penugasan 35 

telab dilakukan dan didokumentasikan? 

C ST AND AR PELAKSANAAN AUDIT INTERN 
-

I 3000- 1. Aoakah APIP telah memiliki RENSTRA lima tahunan? 10 
Menge Iola 2. Apakah APJP telah rnemiliki PKPT yang berbasis risiko yang 10 
Kegiatan Audit disetujui oleh pimpinan kementerian/lembaga/ pcmcrintah 
Intern daerah? 

3. Dalam hal terdapat pembatasan Sumber Daya, apakah 10 
Pimpinan APIP mengkomunikasikan dampaknya kepada 

.__P.impinan kementerian I lembaua/ nemerintah dacrah? ....• • · . . .. 
4 . Apakah terdapat perencanaan sumber daya manu sia dan 10 

keuani>an vann sesuai denuan PKPT? ... -, . ..... .. - .. .. 
s. Apakah ada kebijakan dan prosedur atau pedoman audit 

intern yang memadai dan dikomunikasikan serta d:ipahami 
10 

oleh auditor? - ·-· . .. ... . .. 
6. Apakah kegiatan audit intern APJP direncanakan untuk JO 

memastikan tercakunnva audit universe secara memadai? ,, ___ --···· · - . . .. . 
7. Apakah Pimpinan APIP telah berkoordinasi dengan auditor 10 

ekstemal dan/ atau auditor lainya dengan cara menyampaikan 
rencana kegiatan audit intern tahunan serta hasil-hasil 
kegia tan audit intern yang telah dilakukan APlP selama 
periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor 
ekstemal danlatau auditor lainnva? --... 

8. Apakah terdapat laporan kepada pimpinan 10 
kemenrerien/lembaga/ pemerintah daerah minimal satu kali 
dttlttm cnam bulan, tcntang realisasi kinerja dan kegiatan 
nu_dlt t_nlcrn yang dila~f!l.l.!'.a~!!!l..oJeh APIP? 1-.. - • .• . 

II. Ap•k•h APIP memlllk mekani~mc tindak laajut pengaduan 10 
m••y11,-k111? . __ .,. ... ···-· . .- l-., • • - · ·- · • 

10. Ap• kuh penttnKt1.nan ·pcnsadti"an· ······;;,,--;y..,.t1kat telah 10 
dilakeanakun sesuai dengan rnckanisme yang telah 
diletapkan? 

.. . ... • -•• • • o ••-• • • ••-M•I,._ - • • • • <• <•• • 

• 



2 3100 - Sifat ·-
..... 

I. Apakah Auditor intern telah melakukan evaluasi atas etika dan 25 
Kcrje nilai-nilai dalam on>anisasi auditi? ... 
Kcgiatan Audit 2. Apakah Auditor intern telah mendapatkan basil pelaksanaan 25 
Intern evaluasi atas akuntabilitas dan kineria man.aiemen auditi? 

3. Apakah Auditor intern telah melakukan analisa atas 25 
dokumentasi manajemcn risiko yang telah dilakukan oleh 
auditi? 

4. Apakah Auditor intern telah melakukan evaluasi atas Sistem 
.. 

25 

3 
- Pengendalian Intern pada organisasi auditi? --3200- 1. Apakah APIP memiliki rencana penugasan audit intern, 

Pcrencanaan yang berisi sasaran, ruang lingkup, metodologi, danalokasi 25 
Penugasan sumber daya,tcrmasuk rencana evaluasi atas Sistem 
Audit Intern P~ngendalian Intern? - --····· ➔-8· 2. Apakah tim audit intern memiliki Program Kerja Penugasan 

individual yang meneakup prosedur untuk mengidentifikasi, 25 
menganalisis, mengcvaluasi, dan mendokumcntasikan 
informasi selama penugasan, termasuk metodologi yang 
digunakan, serta prosedur untuk mendeteksi adanya 
ketidakpatuban tethadap peraturan perundang-un dangan, 
kecuran2an (fraud/, dan ketidakpatutan (abuser? 

3. Apakah Program Kerja Penugasan individual telah direviu dan 
disetuj ui oleh Pengendali Teknis/ Pengendali Mutu sebelum 25 
neJa~sanaannya? .. . . 

4. Oalam hal terdapat perubahan, apakah Program Kerja 
Penugasan individual dilakukan penyesuaian dan mends.pat 25 

·-4 . -· oersetujuan dari Penoendali Teknis/ Penoendali Mutu? 
-·· 3300- I. Apakah Ker1as Kerja tim audit intern telah mencakup sernua 25 

PclRk•nnaan informasi yang relevan untuk rnencaoai tuiuan nenuszasan? 
J>cnu1<u11un Audit 2 . Apakah simpulan dan hasil penugasan telah berdasarkan 25 
Intern analisis dan cvaluasi vansz teoat? 

3. Apakah setiap kertas kerja penugasan telah dilakukan reviu 20 
secara berjenjang? 

• 



. 
4. Aoakah Auditor Intern telah disu=rvisi secara memadai? 10 

" 

5. Apakah kertas kerja dan laporan penugasan disimpan sesuai 10 
denaan aturan vana berlaku? 

6 . Apakah APIP memiliki kebijakan dan prosedur yang wajar 10 
mengenai pengamanan dan penyimpanan informasi audit 
intern selama waktu tertentu scsuai dengan peraturan 
oerundane:-undane:an? .. . 

D STANDAR KOMUNIKASI AUDIT INTERN 

I 4000 - I . Apakah laporan basil penugasan audit intern berisi pendapat 20 
Komunikasi atau s imoulan atas hasil ~ nuoasan·;> -··-· 
Hasil 2 . Apakah kincrja hasil penugasan audit intern baik auditi telah 10 
Penugasan _diungkaekan dalam \!l,nnran? -···~ - . ., 
Audit Intern 3. Apakah laporan basil penugasan au dit intern telah 20 

diselesaikan teeat waktu? . -.. . - . 
4. Apakah laporan hasil penugasan audit in tern tclah lengkap, 20 

akurat. ob iektif, mevakinkan, konstruktif0 jelas, serta ringkas? -· .. 
5 . Dalam ha t terdapat kesalahan dan dilakukan koreksi atas 10 

laporan yang tclah diaampaikan kepada auditi dan pillak lain; 
apakah taporan yang telah Lelah dikoreksi dikirimkan kepada 
a uditi dan oihak lain tersebut? - --· 

6. Apakah laporan hasil penugasan audit intern telah 10 
didistribusikan kepada pemberi tugas dart pihak yang ; 

berkeoentine:an? ! . . . 
7 . Apakah terdapat pernyataan dalam setiap Iaporan bahwa 

J 
10 

kegiatan audit intern telah "Dilaksanakan Sesuai dengan 
Standar"? ..... . ... . .. 

:.I 4 100 - ). Apakah APIP memiliki prosedur tentang pemantauan tindak 20 
Prm11nt,1l11tn lunjut? . .... . . ... . .. , . - . ···--·-
Tlmtnk 1,onjut 2. Apukuh pemnntuuan tinduk lunju t teluh dilukaanakan oleh ' 20 

. .... ~'!.<!~!2!_~~!:'Jii dengan pro!!edur yung ditctapkane,., ____ , . 
3. Dalam hal auditi menindaklartjuti rekomcndasi dengan cara 2(>° 

yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, apakeh 
auditor men.ila i efektifitas oenvelesaian tindak leajl}t_t_c_r_sebu t? . . 

• 



• 

4. Dalam hal auditi menindaklanjuti rekomcndasi dengan cara 20 
yang berlainan dengan rckomendasi yang diberikan. apakah 
auditor dapat menerima langkah lain yang tcmyata lebih 
efektif? 

5. Dalam melaksanakan audit intern apakah auditor telah 20 
mendapatkan penjelasan atas rekomcndasi yang belum 
ditindaklaniuti? 

Catalan: 
I. Prosentasc Pemenuhan diisi dcngan Nilai antara O - Bobot Maksimal sesuai dengan pcmenuhan atas pcrtanyaan Standar; 
2. Kolom Penjelaaan diisi dengan rincian / keterangan a tas jawaban dari pertanyaan; 
3 . Dalam hal pertanyaan tida k dapat ditcrapkan pada APIP maka diisi dengan N/ A /Not Applioable) 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

DALMUJIBVRANTO 
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Lampiran II Peraturan Bupati Lebong 
Nomor J..S Tahun 2019 
Tanggal ;t j Mei 2019 

A. CONTOH FORMAT LAPORAN TELMH SEJAWAT 

APIP ...... . 

(APIP YANG MELAKUKAN TELMH SEJAWAT) 

LAPORAN HASILTELAAH SEJAWAT PADA 

APIP ...... . 

(APIP YANG DITELAAH) 

TAHUN ..... 



B. DAFT AR ISi 
A. IKHTISAR EKSEKUTIF 

I. PENDAPAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR 

Bagian I 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda 

Bagian II 
Isu Khusus Terkait APIP 

IL HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN 

Bagian I 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan K/L/Pemda 
1. Hasil Pengamatan terkait .. . 
2. Hasil Pengamatan terkait .. . 

Bagian II 
lsu Khusus Terkait APIP 
1. Hasil Pengamatan terkait ... 
2. Hasil Pengamatan terkait ... 

B. LAMPIRAN : 

C. HASIL PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR 



• 

• 

C . CONTOH LAPORAN 

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT PADA APIP ..... . 

I. IKHTISAR EKSEKUTIF 
Sesuai dengan permintaan Pimpinan APIP ... .. Kementerian/ 
Lembaga/Pemda, kami telah melakukan penilaian ekstemal 
dengan metode telaah sej awat. Tujuan utama telaah sejawat ini 
adalah untuk menilai kesesuaian kegiatan APIP dengan Standar 
Audit, menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APlP sesuai dengan 
piagamnya dan harapan pimpinan tertinggi organisasi, serta 
memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberi nilai 
tambah kepada organisasi. 

II. PENDAPAT KESESUAIAN DENGAN STANDAR 
Kami berpendapat bahwa skala kesesuaian APIP . . . . . tehadap 
Standar adalah: sangat baik/baik/ cukup baik/ kurang baik. 
Rincian kesesuaian terhadap masing• masing Standar, dapat 
diikuti pada Lampiran. Tim penelaah mengidentifikasi adanya 
peluang untuk perbaikan lebih lanj ut yang secara rinci akan 
diuraikan dalam laporan ini. 

Dalam Pedoman Telaah Sejawat dikenal empat skala yaitu : 

1. Sangat Baik (SB) 
Diberikan bila peneJ.aah menyimpul.kan bahwa stru.ktur, 
kebijakan, dan prosedur yang ada termasuk penerapannya, 
90% sampai 100% telah sesuai dengan standar audit dan 
kode etik. Sangat Bail< berarti bahwa seluruh atau sebagian 
besar siandar rin<:i dan elemen kode etik telah setuai. Simpulan 
Sangat Baik tidak men<:akup efektivitas tidaknya suatu 
kegiatan. Dalam simpulan Sangat Baik pun tetap ada ruang 
untuk perbaikan/ penyempumaan. S impulan Sangat Baik tidak 
roensyaratkan bahwa kegiatan harus efektif atau kinerja telah 
sempurna. 

2. Baik (B) 
Diberikan bila penelaah berkeyakinan bahwa 70% sampai 89% 
standar dan kode etik telah terpenuhi, artinya u saha yang 
dilakukan telah cukup baik untuk memenuhi tiap standar 
rinci dan unsur kode etik, standar kelompok, atau Standar 
keseluruhan, namun mas ih terdapat kekurangan yang <:ukup 
banyak dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan 
banyaknya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. 
Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam 
kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada 
manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi 
organisasi. 



• 

• 

3 . Cukup Baik (CB) 
Diberik.an bila penelaah berkeyakinan bahwa telah ada usaha 
yang cukup antara 50% sampai 69% untuk memenuhi t.iap 
standar rinci dan unsur kode etik. standar kelompok, atau 
Standar keseluruhan, namun terdapat kekurangan yang cukup 
material dalam pemenuhannya. Simpulan ini menggambarkan 
banyaknya perb,uv.an-perbaikan yang harus dilakukan. 
Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam 
kendali APIP Yang Ditelaah tetapi perlu disarankan kepada 
manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi. 

4 . Kurang Baik (KB) 
Di berikan bila penelaah menyimpulkan bahwa APIP Yang 
Ditelaah belum mempunyai kesadaran akan Standar Audit dan 
Kode etik, atau belum melakukan usaha yang cukup bail< 
dalam pemenuhan Standar Audit dan Kode Etik, atau gaga! 
memcnuhi sebagian besar atau seluruh standar rinci, 
kelompok, dan standar keseluruhan. Kekurangan ,ru 
biasanya berdampak pada tidak efektifnya APIP Yang 
Ditelaah dan tidak memberi nilai tambah pada organisasi. 
Situasi ini menggambarkan banyaknya perbaikan yang 
diperlukan tennasuk oleh manajemen diatasnya atau pimpinan 
organisasi. 

Ill. RUANO UNOKUP DAN METODOLOGI 

IV. 

Sebagai bagian dari pelaksanaan telaah sejawat, kami telah 
mengirim.kan kuesioner kepada APIP ABC. Kami menyimpulkan 
bahwa .... (sesuai hasil kuesionetj 

Kami juga telah melakukan pertemuan pada kunjungan awal pada 
tanggal ... untuk mengumpulkan informasi awal yang dibutuhkan 
sebelum memulai pekerjaan lapangan yang dilakukan dari tanggal 
.. . sampai tanggal .... tahun 20.. ... Pada saat pekerjaan lapangan 
kami melakukan wawancara dan kuesioner kepada pihak-pihak 
terkait yang kami anggap pent.ing. Penelaahan kami lakukan mulai 
proses perencanaan audit, penilaian risiko, tools (alat bantu) yang 
digunakan dalam audit dan metodologi auditnya, manajemen 
penugasan tennasuk prosesnya, dan penilaian secara sampel 
terhadap Kertas Kerja Audit dan Laporan Hasil Audit. 

HASIL PENGAMATAN DAN SARAN PERBAIKAN 
Dari pengamatan kami terhadap lingkungan pengendalian yang ada 
pada APIP ...... . , kami menyimpulkan bahwa ingkungan 
pengendalian sudah/belum terstruktur dengan baik, Standar 
sudah dipahami dan manajemcn selalu berusaha untuk 
menyediakan perangkat pengawasan yang memadai dan 
menerapkan praktik-praktiik pengawasan yang tepat. 
Beberapa praktik yang kami nilai baik adalah: 
a. Penggunaan Teammate. 
b. Mengikutkan para Pegawai/ Auditor pada pelatihan-pelatihan 

profesional, tcrmasuk mengikuti sertifikasi intemasional. 
c. Laporan Hasil Audit folrus pada Risiko. 
d. Hasil Survey Kepuasa:n Pelanggan dengan skala ... . sangat 

memuaskan. 
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V. SARAN PERBAIKAN 
Saran perbaikan dibagi menjadi dua bagian: 

Saran perbaikan kepada APIP secara organisasi. Saran 
ini akan ditujukan kepada 

Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah tempat 
APIP berada. 

Saran perbaikan kepada APIP. Saran ini nantinya 
ditindaklanjuti oleh APIP yang bersangkutan, dalam beberapa 
ha! mungkin memerlukan dukungan da.ri manajeroen Auditi. 

VI. BAGIAN I: HAL-HAL YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN K/L/PEMDA 
1. Pengamatan Terkait Standar ,oocx 
2. Pengamatan Terkait Standar xxxx 

VII. BAGIAN II: !SU KHUSUS TERKAIT APIP 
1. Pengamatan Terkait Standar xxxx 
2. Pengamatan Terkait Standar xxxx 

Vlll. APRESIASJ 
APIP menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
kepada APIP . .. .. . atas kesempatan dan kerjasama dari seluruh 
pejabat dan pegawai selama kegiatan telaah sejawat dilakukan. 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

' 

DALMUJI SURANTO 

Lebong, .. ...... ..... ... . 

INSPEKTUR 

Nama 
NIP 

;t,suPATILE ONG, f 


